PROSEDUR REKRUITMEN DAN PEMBINAAN -
HAKIM DALAM MEWUJUDKAN HAKIM YANG
- BERSIH DAN BERWIBAWA

Oleh: Soejatno, S.H.*

. .. Pendahuluan : .

Dengan ' diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999
tentang Perubahan- atas ' Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-keteniuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sesuai dengan Pasal
11 ayat-(1) undang-undang tersebut, pengelolaan mengenai organisasi,
administrasi dan finansiil berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Kemudian Pasal 11 A ayat (1) menyebutkan bahwa pengalihan organisasi,
administrasi dan finansiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
dilaksanakan secara bertahap. paling fama 5 (lima) tahun sejak undang-
undang ini mulai berlaku. Dengan demikian pada masa transisi sekarang
ini pengelolaan mengenai organisasi, administrasi, dan finansiil masih
berada dan ditangani oleh Departemen Kehakiman cq. Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena
itu dalam pelaksanaan pembinaan karier hakim masih berlaku peraturan/
ketentuan vang telah ada yaitu Departemen Kehakiman dalam pembinaan
hakim tetap melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung untuk
mendapatkan pertimbangan dan saran-saran, khususnya dalam pengadaan/
rekruitmen hakim, pelaksanaan mutasi dan promosi hakim. Pembinaan
karir hakim tersebut hanya akan efektif dan efisien serta akan mencapai
sasaran yang diharapkan apabila ditangani dengan penuh perhatian sejak
dari penerimaan/rekruitmen calon hakim, pendidikan dan latihan, mutasi
dan promosi, peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan bagi
mereka yang berprestasi dan berjasa serta penjatuhan sanksi bagi mereka
yang melakukan perbuatan tercela. Untuk melaksanakan pembinaan tersebut
telah dikeluarkan Pola Pembinaan Peradilan di Lingkungan Peradiian
Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.08-AT.01.10 Tahun 1994 tanggal
21 Desember 1994, Dalam Pola tersebut juga sudah diatur prosedur
penerimaan/pengangkatan/rekruitmen personil termasuk untuk penerimaan
calon hakim. Pola pembinaan tersebut untuk sementara masih dapat

* Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
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diginakan sebagai “pedoman’dan ‘nantinya untuk-jangka panjang harts
direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan peraturan perundan g-.
_undangan ;._“;H : . ; '

I

%

L fDasarlLandasan Hukum Prosedur Rekrmtmen dan Pembmaan
'_’.."Hakim '
g .-UndangaUndang Dasa.r 1945
"""-Peraturan Pemermtah No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Dlslplin _
.-Q_f,‘._Pegawai Negerz s il g SEET

2 Undanv—undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang undang No::2 Tahun’ 1986. tentang: Peradilan- Umum.

"3"Undang undang No 5 ’Tahun 1986 tentang Pemd:]dn Tdm Usaha
' Negara., "=

““Peraturan ‘Pemerintah- No. ' 26 -Tabun 1991 “tentang Tata- Cara
‘Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian dengan Tidak Hormat,

dan Pemberhentian Sementara ‘serta” Hak-Hak ‘Hakim ‘Agung dan

- Hakim yang kaenakan Pemberhentian.

- Peraturan Pemermtah No 25 Tahun 1994: tentano T,.mda KLhOl‘I’ﬂdtdﬂ

Satya Lencana Karya Satya dan lain-lain.

.- Undang-undang.No. 35 Tahon | 999--.tentang Perubahan atas:Undang-

undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. -

+ -Peraturan-Pemerintah -No. 97 Tahun: 2000 tentang Formaa,l Pecdw‘u
+Negeri -Sipil.~ BHAKT! S DHA _ .

' Peraturan Pemermtah No, 101 Tahun 2000 t\entanU Pendldlkdn dan
~“Pelatihan Jabatan Pegawai Negen Slpzl e

 Peraturan Pemermtah No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atds

Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pencadaan Peoawa:

“Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 tentang Kenalkan Jabatan
dan Pangkat Hakim.

- Keputusan Presiden No. 65 Tahun 200] tentang Penyesuaian Gaji

Hakinm.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 89 Tahun 2001 tentang

TerijanganTaking
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J.H. Prosedur.. Rekruitmen dan Pembinaan Hakim

~ Dalam rangka usaha untuk mendapatkan tenaga hakim yang ba:k
berkualitas, profesional dan terampil dalam menerapkan hukum
pernbinaannya harus dilakukan dengan penuh perhatian sejak dari rekriitmen,
pendidikan dan latiban, mutasi dan promosi, peningkatan kes¢jahteraan,
pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi dengan didukung oleh
sarana dan prasarana yang memadai. Pertimbangan yang melandasi agar
_pembmaan hakim ditangani dengan penuh perhatian tersebut. adalah:

1. - Diperlukan adanya keputusan yang cepat untuk memindahkan haklm
yang. mendapat -ancaman. . : . _

2. Penyebaran haklm tidak  merata karena jumlah hakim yang ada tidak
" memadaj dengan jumlah pengadilan sehingga . perlu segera
memindahkan hakim dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

3. Diperlukan -adanya pengamatan yang terus-menerus dalam rangka
. pembinaan hakim untuk mengetahui siapa saja hakim yang berprestasi
dan. siapa 'saja hakim yang melakukan perbuatan tercela.

4. Unwk dapat segera memberikan penghargaan bagi mereka yang
‘berprestasi ‘dan - memberikan sanks:fhukuman bagi mereka yang
melakukan perbuatan tercela. - :

5. Untuk dapat memonitor bagi mereka yang ada potensi dan berprestasi
- untuk ‘dikembangkan karirnya.

A. . Rekruitmen Hakim . -

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Undang-undarig Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan. atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa hakim adalah Pejabat Negara
Tertentu, karena hakim adalah Pejabat Negara Tertentu maka hakim masih
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga dalam hal pengangkatan/
rekruitmen dan pembinaan hakim masih harus mengikuti aturan yang
berlaku bag1 pembmaan Pegdwal Negeri Sip:]

Adapun prosedur rekruitmen/pengadaan Calon Haklm adaiah sebagai
berikut:

1.  Penerimaan

- Penerimaan Pegawai Negeri Sipil/sebagai Calon Hakim wewenang
untuk pengadaannya oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
diberikan kepada Direkiorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan

omsnrsnecnenen B Fadilan--Tata-Usaba-Negara-witak e yelengparakannya.
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S Kebumhan feﬂaga !m;’mn

Pcmer;mdan c:adon P@vawal Negen Sxpﬂ/Calon Hakxm d:pellukdn

untux mengts; Rekuxangam hakim, kalum

U pensiunfuniuk peremd}an/berhenm/menmggai dunia.”

* Pembemukan Penvadaldn Baru

~Untuk mendapatkan tenaga hakim yang proiemonai berkualitas, baik,

i -~ jujuryadan . adil agar dapat- menerapkan hukum vang dapat memenuhi

rasa. kmdzlan dan terlaksana: dengan sederhana,  cepat,.dan. biaya
_mumh mdkﬂ perlu diteniuk‘m addnya prinsip-prinsip - dan tata cara
: penenmaan/pengadaan Calon Hakim sebagai berikut: .

4. Prinsip.
b.  Sistem.

. ¢. . Cara,

S d _Syarai _

e. Administrasi.

 f. Pelaksanaan. .
g. Perxoda daiam staws caion haklm \' N\
Prmszp

Dalam penerimaan-Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Hakim perfu

. ditetapkan prinsip-prinsip. sebagai berikut:

'+a) -Settap Warga ‘Negara ‘Republik: Indonesm 'yang  memenuhi

Upersyaratan yang ditentukan ‘mempunyai kesempatan dan hak
yang sama untuk diterima menjadi Calon Hakim.

b) Penerimaan :Calon Hakim dilakukan secara terbuka dengan
melalul pengumuman baik melaini media cetak maupun media
.clektronik.

¢)  Setiap pelamar Calon Hakim harus meﬁaakutl proses penyaringan
batk mengenai penyaringan tekm; Hmu hukum dan pengetahuan
umum maupun kepribadian. '

d) Jumiah dan kualitas Calon Hakim’ y'ang_ diterima ditentukan
berdasarkan kebutuhan.

e) Setiap pelamar yang diterima harus melalui masa percobaan,
pendidikan dan pelatihan sebagai calon hakim.

f) Masa percobaan sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah selama 1
(satu) sampai 2 (dua) tahun.

g) . Masa percobaan sebagai Calon Hakim_adalah_selama. ] (sam)

sampal 3 (tiga) tahun.
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h)

i)

Setiap calon Pegawal Negeri Sipil segera setelah diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil harus mengangkat sumpah/janji

- Pegawai Negeri Sipil.

Seorang calon hakim diangkat menjadi hakim harus disumpah.

Sisrem

-~ Untuk menjamin adanya keseragaman dan mutu Calon Hakim yang
““akan diterima, maka sistem penerimaan Calon Hakim dilaksanakan

“secara terpusat di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata

Usaha Negara.

y)

4)

Cara

Berpedoman pada prinsip bahwa setiap warga negara yang

memenuli syarat, mempunyai kesempatan yang sama untuk

diterima menjadi Calon Hakim maka penerimaan Calon Hakim

harus diumumkan secara terbuka, yaitu:

- Pengumuman melalui surat-surat kabar atau media cetak
dan media elektronik lainnya.

~  Melalui wjian dan penyaringan tertentu.

Para peminat yang memenuhi persyaratan dalam pengumuman

~untuk diangkat sebagai Calon Hakim harus mengajukan lamaran

dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan dalam pengumuman,

Surat lamaran disampaikan kepada Panitia Penerimaan Calon
Hakim yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman dn Hak Asasi
Manusia.

Penyaringan dilakukan oleh Panitia dengan tugas sebagai berikut:
-1~ Penelitian administrasi terhadap unsur-unsur:

Kewarganegaraan.
Umur/usia.

Jenis Kelamin.

Pendidikan.

Susunan Keluarga.

Faham Keagamaan.

Keanggotaan Organisasi.

Keterangan lain yang khusus diminta dalam pengu-

OB =N e T S

= g
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-2- Penelitian terhadap keset:aan

-3- Penehtlan dari segi E\emampucm dan %\er.erddsan erutama
~ mengenai teknis hukum.: :

4. Penelitian kepr:badxan/mentai/kej]waan
-5~ Penelitian terhadap patelogl dan btab:iltas jin
-6-  Penelitian terhddap keada&n ' '

Pelamar yang iu]us da_ m: penyarmgan maka penummannya

~dimulai dengan status calon Pecrawar Neﬂen Sapal Seb:l*?dl Caion

"'Persvaratan zmruk menjadr Calon Hm'\mr o

Syarai syarat untuk dapat d;angkm menjada Calon Haklm adalah:

i)

b)

e}

g)
h)

Sarjana Hukum dari Perguruan: Tmﬁgi Negeri atau swasta yvang
‘s terakreditasi-atan swasta yang disamakan dan- !u]us ujian negara

dengan indeks prestasi (IP) 2,75;
Warga Negara Repubhk [ndonesia;

Usm maksmum ’)6 tahun

. 'T:ciak berkedudukan 5eba0a1 Calon Pegawar Negeu Si ;)a]/Pegamn

Negeri Sipil pada suatu Instansi Pemerintah.

Bersu:ila d;iempazkan di &;eluruh walayah Repub]ﬂ\ Indonesia:

. Tmcgl badan untuk prla mm:mum 260 cm dan. untuk wamta

minimum 155 oy : _
Sarat keterangan: sehat dart Dokter Pemermtah

Bebas dari HIY ‘dan Narkoba: -

Harus Lulus Ujian Penyaringan Calon Hakim

- .Materi njian penyaringan Calon Hakim meliputi:

1)

Ujtan Pengetahuan urmum yang terdiri:

- Bahasa Indonesia dan Bahasa Incgrls
*  Falsafah Ideologi Negara

«  Tata Negara Indonesia.

o Kebijaksanaan Pemerintah dan lain- Ea;n vang dipandang
nerin,
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2)

Ujian teknis hukum yang terdiri:
- Hukum Pidana.

. Hukum Acara Pidana.

¢ Hukum Perdata BW.

*  Hukum Acara Perdata.

. Hukum Perdata Adat.

e Hukum Tata Usaha Negara.

o '-" ‘Hukum Acara Tata Usaha Negara,
T

U]ian tentang kepnbadlan yang melipuii unsur-unsur kejujuran,

harkat (waardigheit, dignity) vang meliputi:

° Waardig karena mengemban tugas negara yaitu memutuskan
nasib seseorang.

. 'Tendng, tidak gugup.
° Mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap

pihak-pihak yang berperkara masyarakat dan Tuhan Yang
Maha Esga.

° Mempunyai sifat dan watak jujur dan adil.

+  Teliti.

- Cerdas dan memiliki pikiran yang serasi dengan pandangan
. dan atau tuntutan zaman,

. Pelaksanaan Penyaringan Calon Hakim

Untuk menyelenggarakan rekruitmen/penerimaan Pegawai Negeri
Sipil dengan status Calon Hakim harus dibentuk Panitia Pelaksana
dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
dengan melibatkan beberapa instansi terkait, yaitu:

Wakil dari Badan Kepepawaian Negara.

Wakil dari Departemen Tenaga Kerja.

Wakil dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Wakil dari Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia,

Kepala Pusat Pendidikan Latihan Pegawai Departemien Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia.

Pejabat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan
Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Kehakiman dan Hak
Asast Manusia RI.

Tim penguji psikotes.
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— ... Tim, pembﬂat boai dar; Mahkamah Agung RI.

Pembuat s0al ujian, T Hukum-adalah para Hakzm Aoung yang
ditunjuk oleh: Kema Mahkamah Agung. dan untuk matert ujian
: :Pencemhuan Umum: ddcﬂdh fim  darl_Pusat Pendidikan dan
. temen Kehakxmdn dan Hal Asdu Manusia.

Umum dan’ Teknis: Hmu: Hokum.

"’Meiagukan koreksx ‘atas 'haszi ujian tértu]i's_‘ "Ii'r_n'u'Pénge{uhuan
© Umum dan Ilmu Hukum e TR
':Menyeien garakan u}ran kepnbédun/psnka&s/}\ejjv“um

Menentukan ke]ulusan bael par& peserta/pelamar ujian calon
hakim.

10.  Penvelesaian Penerimaan Calon Hakim

a) Bagi mereka’ yano dlnyatakan lulus dan diterima sebagai Calon
Hakim diusulkan pengangkatannya sebagai-calon Pegawai Negeri

; Sipil/Calon Hakim ke, Badan Kepegawaian  Negara dengan
'pangkatloolongan rgang sesum duwan E\et\,mmm yang berlaku.

b) - Diangkat dan diternpatkan 'di- Péngadilan Negeri vang banyak
perkaranya atan di Pengadilan Tata Usaha Negara bagi }am*
akan diangkat menjadi Hakim Tata®Usaha ‘Negara. =

11.:Sebagai “informasi:” untuk - penerimaan Calon Hakim tahun 2002
- ‘sekarang ini, di samping melaksanakan penerimaan Calon Hakim
~seperti tahun-tahun yang lalu, juga diterpuh dengan mengirim surat
~kepada para: Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan
Swasta yang menghasilkan lulusan vang baik agar merekomendasikan
-alumninya wyang berminat menjadi hakim. Mereka yang mendaput
rekomendasi dari pimpinan f’tku ltas nant;nya tinggal mengikuti wjian
‘kepribadian/psikotes.

12, Rekruitmen  Hakim Tinggi

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang. Peradilan Phnnm persyaratan. anink meniadi. Hakim 'Tingmi

)i Peiaksanaan i:gian tuhs yano melsput: matert I]mu Penvemhuan .
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diatur dalam Pasal 15 yaitu dengan persyaratan yang sama untuk
menjadi hakim Pengadilan Negeri ditambah:

~a) Berumur minimal 40 (empat puluh) tahun.
b} Beipengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai
' Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri
dan atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan.

c) Pengangkatan Hakim Tinggi yang berlangsung selama ini adalah
merupakan promosi dari hakim Pengadilan Negeri yang pernah
menduduki jabatan Wakil Ketua/Keta Pengadilan Negeri atau
mereka yang ‘telah berpangkat/golongan ruang IV/C dan pada
umumnya mereka diangkat menjadi Hakim Tinggi telah mencapai
usia 57 atau 58 tahun. Mereka enggan menjadi Hakim Tinggi
karena kalav menjadi Hakim Tinggi take home pay/penghasilan
dan fasilitasnya turun. Untuk mengatasi hal tersebut maka
dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang
Tunjangan Hakim yaitu Hakim Tinggi akan mendapat tambahan
penghasiian sebagai berikut:

*  Golongan ruang IV/b Rp 3.500.000,-
*  Golongan ruang IV/c Rp 3.750.000,-
*  Golongan ruang IV/d Rp 4.000.000.-

*  Golongan ruang IV/e Rp 4.250.000,-

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut maka banvak
yang berminat untuk menjadi Hakim Tinggi dan di samping iw
golongan ruang IV/b sudah dapat menjadi Hakim Tinggi.

B. Pendidikan dan Latihan

Dalam rangka memenuhi tenaga hakim yang baik dan berkualitas
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 dan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka bagi mereka yang telah lulus
seleksi dan diterima menjadi calon Pegawai Negeri Siptl dengan status
sebagai calon hakim harus mengikuti pendidikan dan latihan yvang
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan maksud uniuk digembleng
menjadi calon-calon hakim yang profesional. mandiri dan terampil  di
bidang teknis peradilan serta memiliki integritas moral pribadi yang
terpuji. Pendidikan dan latihan calon hakim tersebui bertujuan untuk':

1...Pola Pembinaan Peraditas di Lingkuznan Peradilan Ulmnm don Beradilan TN, Diceltorndesdesal

Badan Peraditan Umum dan Peradilan TUN-Bepastemen Kehakiman, 1993,
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a) i

b) D

<)

E:penga}fcaman ddn pengembanvan pariis;pdsi masyamkdt

Peinbentukan insan pengayoman yang-setia dan teat kepada Pancasila,
UUD 1945, negard dan pemerintah Republik Indonesia.
Menanamkdn ‘kesamaan pola pikir yang dinamis ‘dan bernalar agar
memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan.

Memantapkan semangat penvabdmn yang bemnenms; padd pc,layr,man

'.";_;“'Memngkaikan pengemhudn kcahhan da.ﬂfdtdli kuemmpiian sefta

,pumbenm%an sedml munokm kepnbddlan Hamm

."3-"?-Sedangkan iahapan pendadxkau dan iatihan tar%ebui adalah sebagdz

:bei 2\1_11

'a)”

Pendldtkan onenias;!magang

Pendsdzkan orxemas;/maﬂanff adaiah dmerh;%\an dengan maksud

_'unmk ddpd‘i d;perguna%:dn 5ebat:fai suain proses di mana Pegawai

dapdt menoembanakan dm dengan penoemmn kepada pegawai yang
o lain dan Euga@ orgam‘;&si hubungan kerja dan muncemhul apa yang
.K_meﬂjddl fugas dan taﬂggunc jaxmbnya

c}

Program pendidikan dan pelatihan prakiek.

Pendidikan prakiek tersebut berlangsung selama lebih kurang 2
(dua) tahun yaitu 1 (satu) tahon setelah diangkat menjadi Pegawai

~INegeri Sipil, -dan selama 1 (satu) tahun setelah selesai mengikuti
- Pendidikan dan Latihan Calon Hakim di Pusdiklat Pegawai Departemen
i Kehakimgn - dan Hak- Asasi Manusia: dilaksanakan di Pengadilan

Negeri. Setiap akhir bulan diadakan evalvasi yang dipimpin oleh
Ketua/Wakil Ketua ‘Pengadilan dan didampingi oleh penanggung

-.Jawab guna mengadakan evaluasi. Pada tiap-tiap pelaksanaan diklat
- praktek harus dilaporkan oleh para Ketua/Wakil Ketua Pengadilan
. kepada Direktor jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata

Usaha Negara.

.P_enyeienggaraan Pendidikan dan Latihan.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Calon Hakim,
dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan bekerja sama dengan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara
dan Mahkamah Agung. Pelaksanaan Diklar dilaksanakan di Jakarta

dengan pestimbangan:
=)




- Jakarta tempat kedudukan Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia dengan Mahkamah Agung.

— - Tenaga pengajar, fasilitas pendidikan, laboratorium dan lain-lain
‘akan lebih mudah didapat.

d) Evaluasi

' Evaluasi diperlukan untuk menilai para peserta Pendidikan dan
Latihan Calon Hakim apakah sudah dapat melaksanakan tugas
sebagai Hakim oleh Tim Penilai. Tim Penilai diangkat oleh Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang keanggotaannya terdiri atas
~Wakil ‘dari Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Departemen
Kehakiman, Pusat Pendidikan dan latihan Pegawai, Pejabat dari
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha

Negara,

¢) Pendidikan dan latihan tidak hanya ditujukan kepada para calon
hakim saja tetapi juga diperlukan bagi para hakim senior untuk materi
pelajaran substantif/teknis hukum, pendidikan dan latihan penjenjangan/
kepemimpinan. Pendidikan semacam ini jarang dilaksanakan karena
tidak tersedia biaya, padahal pendidikan ‘tersebut sangat diperlukan
untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme hakim.

C. Mutasi dan promeosi

Sebagai upaya untuk pembinaan pegawai mutasi diperlukan dalam
rangka penyegaran dan memberikan pengalaman baik nasional maupun
regional serta untuk memperiuas cakrawala pandang sehingga pelaksanaan
tugas dapat terlaksana dengan baik. Mutasi dilaksanakan/dimulai dari
Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kecil dan secara bertahap dan
berjenjang mutasi ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang iebih
besar. Di samping itu untuk peningkatan jabatan hakim juga dimulai secara
bertahap dan berjenjang, dalam arti dari bawah, yaitu dimulai sebagai
Wakil Ketua Pengadilan Kelas II, selanjutnya diangkat sebagai Ketua
Pengadilan Kelas I1 dan seterusnya. Demikian juga untuk pengangkatan
Wakil Ketua/Ketua Pengadilan Tinggi dimulai dari Pengadilan Tinggi yang
kecil. Pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi
pada prinsipnya harus melalui jenjang kepangkatan Wakil Ketua. Untuk
hal tersebut sebagai pedoman umum perlu adanya pengklasifikasian
Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang didasarkan pada jumlah dan
stfat perkara serta pertimbangan yang bersifat khusus dengan mendasarkan

P22 pOlA pembinaan-peradilan- Kemudian-pelaksannan- rutasi-thabamr it
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alih "mtfas dil dkmndkan dengan mcmpui:mbanﬁ}mu Kemampuan: dai-
kecakapan Kerja, disiplin kerja, kesetinan pengdbdian: pengalaman, Kéjujuran,
serta syarat-syarat obyekdf Tainava, Mutasi pada prinsipnya-adatah uniuk:
kepentingan  dinas. namun juga udak  tertutup  kemungkinan untuk
kepentingan pribadi Han keluarga. Mutasi dilaksanakan berdasarkan forum
konsultust - Departemen KL }d!'\li']"lclll dan Hdl\ f%ms; 'V‘Ianusm denoan
Md]ﬂ\dmdh ﬁ\mna Ri '_ . T s '

1. _Mumsx untuk Empemmmn dmas. _' :

- ;Muiasl bdf’l seomnﬂ halqm ydnﬁr ts,hxh bcxtagas dl suaiu_

.'ptnmdlk <klas 1L pad___prmszp;wa dilukukan, apabila lmkxm yang.;

; "i)L.l‘udﬂf’I\Ll{‘,ll"l iu,iah men}aianimz} tu‘ _sc,iama l\umno !eb h J
- (r_mpdt, mhnn N\

bl Mutasiitbagt ‘seorang: ha}\im yang telah nmualanl\an tugas di
s daeraby lupmul dapat difakukan apabila hakim yang busdnal\uidn :
"-u,lazh menjalankan iugasnya ‘minimal 2 (dua) tahun.,

: orang hakim yang welah man;ahmkgn tugds di |
pu ﬁcdl an l\ a$ 1B dan lxias 1A dapal dilakukin dmb;la hakim
ving bcmmOl\ulan L;lah i]]L’iEJLlLlHl\d]] %Llszds mannml ss_]amd 2
{dua) tahun. )

d. Mutasi xubagdmmna Lusubut di atas di]d]\\dlhlf\dn duwdn mea )
adu pumohmmn dari yvang bemslwkumn

2, . -;Eﬁ-‘luiasi.;untuii_ kcpentingan_ pribadi_/keluarga :

a. * Bagi hakim yang méngajukan permohonan mutast diafukan
" kepada Menteri Kehakiman dan Huk Asasi ‘Manusia dan atau
kepada Ketua Mahkamah Agung disertal dengan alasan dan
pendapat tertulis dari Ketua Pengadifan/Ketua Pengadilan Tinggi.

b. Permohonan ‘peninjanan kembali” atas keputusan ‘mutasi pada
prinsipnya ditolak/tidak ‘diterima. :

€. Permohonan peninjauan. kembali atas keputusan mutasi
csebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas dapat dikabulkan
apabila terdapat kesalahan daiam penentuan mutasi.

- Agar rutast tersebut berjalan efeltif maka bagi Hakim vang telah
menerima Surat Keputusan mutasi jangan/tidak diberi perkara bare lagi,
dan paling lama 3 (tiga) bulan harus sudah pindah menempati tempat tugas
yang baru. Selanjutnya Ketua Pengadilan harus melaporkan kepada Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Di




samping itu agar mutasi berjalan dan terlaksana dengan baik serta
transparan perlu ada pedoman tertulis dengan penjabaran secara terinci
dan disebarkan untuk diketahui oleh semua hakim.

F

D. - Kesejahterzan

Agar pelaksana Kekuasaan Kehakiman dapat melaksanakan tugas
dengan baik, profesional dan terampil dalam pelaksanaan teknis peradilan
maka kesejahteraan mereka perlu mendapat perhatian sebagai jaminan
hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang harus diembannya.
Jaminan kesejahteraan mercka harus dipenuhi antara lain mengenai gaji,
kepangkatan, perumahan’ jabatan, pemeliharaan kesehatan dan jaminan
keamanan, serta kendaraan operasional untuk pelaksanaan tugas. Untuk
merberikan jaminan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 Pasal 32 yang berbunyi “Hal-hal yang mengenai pangkai,
gaji dan tunjangan hakim diatur dengan peraturan tersendiri.”’
Demikian pula dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 juga
memberikan jaminan tentang kesejahteraan hakim yang bunyinya sebagai
berikut “Hal-hal lain mengenai gaji, pangkat diatur tersendiri.” Untuk
menindaklanjuti amanat pasal-pasal fersebut secara bertahap telah dikeluarkan
ketentuan yang mengatur kesejahteraan yaitu:

a. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Penyesuaian
Gaji Pokok Hakim.

b.  Kemudian juga telah dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89
Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim. Demikian juga untuk
Kepangkatan dan jabatan hakim telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.

¢.  Sedang untuk jaminan rumah jabatan dan kendaraan operasional, serta
Jjaminan kesehatan, konsep Keputusan Presiden sudah disampaikan
kepada Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan  dari
Presiden namun sampai sekarang belum keluar.

Dengan telah dikeluarkannya beberapa peraturan sebagai upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan para hakim tesebut diharapkan sudah dapat
memberikan dorongan semangat kepada para hakim untuk meningkatkan
pengabdian dalam penegakan hukum di bidang peradilan. Namun demikian
untuk jangka menengah ataw jangka panjang apabila kevangan negara
sudah memungkinkan maka sebaiknya untuk Hakim sebagai Pejabat
Negara Tertentu harus mendapat gaji yang diatur dengan peraturan
tersendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
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E. ' Penghargaan

Dalam upaya pembinaan agar dapat mencapal sasaran per]u membenhm

penahargaan kepada  Pegawal Negeri Sipil yang- telah  menunjukkan
kesetiaan dan berjasa kepada bangsa dan negara dan atau tel ah menunjukkan
prestasi-kerja luar: biasa baiknya. ; :

i

SRR -WN s S TR

Tujuan Pemberian Penghargaan:’

“a. Untuk memberikan semangat dan dorsngan agar P{.Udel MNegeri

Sipil bekerja dengan baik.

o Untuks dapat memn ghatkan: prestasi. E{tf_]d _
Hig "”Memupuk semangat keseuazm dan pungdbdian l\epdda meermtah '

d. Menc;pmkdn persaingan kerja yang sehat di antara Sesama
Pegawai Negeri Sipil.

Permmbangdn uniuk pembermn penOhdwam

. a Lamdnyfz masa kar_]a

b. . Kesetiaan dan _pengabdian I\epdda bdmzxa dan negara serta
pem&rmtah

-c. . Jasa. yang diberikan kepada negara.
.d. Prestasi kerja: yang Iuar biasa baiknya.
e, Ketekunan, kejujuran .dan semangat pengabdian.

':'_"Penghargdan diberikan dalam bentuk

B‘mt;mg_ jasa.

Piagam penghargaan.

Kenaikan pangkat/gaji- istimewa.

Uang/barang.

Kesempatan untuk dapat menempati rumah jabatan.
Pengangkatan/pemindahan dalam jabatan sebagai promosi.

Di samping itu untuk pemberian penghargaan diatur berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan:
Satya Lencana Karya Satya jo. Keputusan Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara No. 02 Tahun 1995 tanggal 10 Januari 1995
tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan
Satya Lencana Karya Satya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi Pegawai Negeri Sipil untuk

mendapatkan Lencana Karya Satya adalah:

= Telah melaksanakan tugas dengan baik disertai dengan semangat
pengabdian, kesetinan, kecakapan, kejminran dan_ kedisinlinan

vang dibuktikan dengan DP 3.
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¢ Telah memenuhi masa kerja secara terus-menerus dengan tidak
terputus:

~—  Sekurang-kurangnya 10 tahun untuk Satya Lencana Karya
Satya Sepuluh Tahun.

—  Sekurang-kurangnya 20 tahun untuk Satya Lencana Karya
Satya Dua Puluh Tahun.

-~ Sekurang-kurangnya 30 tahun untuk Satya Lencana Karya
Satya Tiga Puluh Tahun, -

Yang perlu diperhatikan bahwa dalam masa kerja tersebut Pegawaj
Negeri-Sipil yang akan mendapat penghargaan tidak pernah mendapat
hukuman disiplin sedang atau berat sesuai Peraturan yang berfaku.

F. Penjatuhan saksi

Berdasarkan Pasal |1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa
hakim adalah Pejabat Negara Tertentu dan masih berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil, maka untuk pengawasan dan penjatuhan sanksi bagi
hakim masih berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pegawai
Negeri Sipil yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1930
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Dan di samping
itn juga dibertakukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 untuk
menindak hakim yang melakukan perbuatan tercela. Dalam rangka
menegakkan supremasi hukum pemerintah menaruh perhatian yang serius
untuk melakukan pengawasan dan khususnya terhadap para hakim,
terutama dalam menanggulangi masalah kolusi, korupsi, penyalahgunaan
wewenang, pungli serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang
merusak citra dan wibawa hukum.

HI. Penutup
Kesimpuian:

I. Untuk dapat mewujudkan adanya Hakim yang bersih dan berwibawa,
pembinaannya perlu dilakukan secara utuh dan perhatian khusus sejak
dari rekruitmen/penerimaan, pendidikan dan latihan, mutasi dan
promosi, pemberian penghargaan, dan penjatuhan sanksi dengan
didukung sarana dan prasarana yang memadai.

2. Rekruitmen Calon Hakim di samping yang sudah berjalan selama ini’

Juga perlu ada terobosan baru yaitu dengan meminta kepada Dekan
Hakultae Hokuo.dasi-B b pe Bl —

- . . . .~ _—
HrGaP- PRI TG B N EEETT aA - e TR U UaAT T
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Swasta -vang® baik un_t_u_k dapat merekomendasikan alumninya untuk
menjadi. hakim. - ' '

Anggaran -untuk pendxmkan dan iatlhan teri}atas bahkan boleh
dikatakan tidak tersedia dan hanya tersedia untuk’ biaya penalmkan
calon hakim saja selama 6 {(enam) bulan padahal pendidikan dan
latihan uniuk substansi Ilmu Hukum dan pCIldldIk‘ll] penjunjanmn
sangat diperlukan.

'Hdms ada pedaman }ana jelas dan terfulis untuk pembinaan Hak]m
"____-_'siajak dam 1ekm1t"nen pendxdxkaﬂ ddn Iat:han mutasi dan promosi.

o '.;E'Kesajahterdan Hak;m yang. mehputl gay perumaha.ra gabataﬁ mndaman _
- -operasional : serta. jaminan . keamanan. peréﬁ meﬂd’ipatkan purhahan

¥husus uniok  gaji-hakim perls mendapatkan pengaturan torsundar;

Perlu ditempkan sanksi yang’ tegas bagi mereka yang melakukan

:parbuatan terce!a (punci; koiusi, ‘korupsi dan perbuatan ifercela

o iamnya)
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